ABSTRACT

This study aims to find ot how the implementation of the Separation of
Power doctrine in the constitutional system in Indonesia and Malaysia, it’s
meaning this study will compare and evaluate the excecutive, legislative, and
judicial powers in the two countries to find out wheter the constitutional system is
in accordance with the Separation of Power doctrine or not. The selection of the
country of Malaysia in this research is because Malaysia is the closest country or
neighbor to Indonesia and has the same culture, so it is often said that Indonesia
and Malaysia are allied countries.

The research method used is normative research, while the approach used
Is a statutory approach and a comparative approach. The legal materials used
are primary, secondary, and tertiary legal materials. From this legal material, a
descriptive analytical discussion is carried out.

The result of this research indicate that there are several weakness in the
application of the Separation of Power doctrine in Indonesia and Malaysia.
Among them is that the Yang di-Pertuan Agong which is the holder of executive
power in Malaysia is included in one of the components of the Parliament in
Malaysia, the Malaysia Parliament consists of three components, namely the
People’s Council, the State Council, and the Yang di-Pertuan Agong. In addition,
based on the Malaysian constitution, it is explained that the Yang di-Pertuan
Agong has the power to dissolve Parliament. Whereas in Indonesia the President
who is the head of state and head of government has the authority to make a
statutary regulation in the form of a government regulation in lieu of law
(Perppu). Of course this is contrary to the Separation of Power doctrine which
has the main goal of limiting state power to prevent arbitrary government.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
doktrin Separation of Power dalam sistem ketatanearaan di Indonesia dan
Malaysia, artinya penilitian ini akan membandingkan dan mengevaluasi
kekuasaan eksekuif, legislatif, dan yudikatif di kedua negara tersebut untuk
mengetahui apakah sistem ketatanegaraannya telah sesuai atau tidak dengan
doktrin Separation of Power. Pemilihan negara Malaysia dalam penilitian ini
dikarenakan Malaysia merupakan negara yang terdekat atau bertetangga dengan
Indonesia serta memiliki kulur dan budaya yang sama sehingga sering dikatakan
bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, adapun
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Dari bahan hukum ini dilakukan pembahasan secara
deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan
dalam penerapan doktrin  Separation of Power di Indonesia dan
Malaysia.diantaranya bahwa Yang di-Pertuan Agong yang merupakan pemegang
kekuasaan eksekutif di Malaysia termasuk kedalam salah satu komponen
Parlemen di Malaysia, Parlemen Malaysia terdiri dari tiga komponen yaitu Dewan
Rakyat, Dewan Negara, dan Yang di-Pertuan Agung. Selain itu berdasarkan
konstitusi Malaysia (Perlembagaan Persekutuan) dijelaskan bahwa Yang di-
Pertuan Agong memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parlemen. Sedangkan di
Indonesia Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan
memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan
berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentu hal tersebut
bertentangan dengan doktrin Separation of Power yang memiliki tujuan utama
untuk membatasi kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya pemerintahan
yang sewenang-wenang.
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